BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
KOMOR 2!3+ TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NAGARI STATISTIK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pembangunan di tingkat nagari perlu didukung
dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi
pakaikan serta dikelola secara terintegrasi dan
berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Statistik Sektoral secara komprehensif dan terpadu,
perlu dimulai dari tingkat mikro wilayah melalui
penetapan Nagari Statistik;

c. bahwa penetapan Nagari Statistik dimaksud telah
melalui survey oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumatera Barat; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c di atas perlu
ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Nagari Statistik di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang
Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);



Ts

10.

11,

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 39);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi
Pemerintah Daecrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 Tentang
Sistem Statistik Nasional;

Peraturan BPS Nomor 4 tahun 2019 Tentang NSPK
Penyelenggaraan Statistik Sektoral;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor
15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 95 Tahun
2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan
Infomatika, (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2020 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Nagari Statistik di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan
ini. 5

Pemerintah Nagari pada Nagari Statistik sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas
menyediakan data sektoral Nagari yang akurat, mutakhir,
terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses
dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama,
terintegrasi, dan berkelanjutan melalui Sistem Elektronik.
Pemerintah Nagari pada Nagari Statistik dalam
melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibina oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan di bidang
pemberdayaan nagari, perencanaan pembangunan,
pengolahan data dan statistik.

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
Anggaran 2021 dan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak,
Pada Tanggal 2% Met 2021
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/ LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 213  TAHUN 2021
TANGGAL : *% tet 2021

TENTANG : PENETAPAN NAGARI STATISTIK DI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

NAGARI STATISTIK DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO NAGARI KECAMATAN
1 | VII Koto Talago Guguak
2 | Tanjung Haro Sikabu-kabu Luak
3 | Taram Harau
4 | Koto Bangun Kapur IX

Ditetapkan di Sarilamak,
Pada Tanggal 23 Met 2021
BUPATI LIMA PULUH KOTA,
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